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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi di era modern ini berkembang dengan
cepat dan pesat. Hal ini bisa terjadi diseluruh dunia tanpa memandang baik itu
negara maju ataupun berkembang. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran
dan hubungan antara manusia dengan manusia di dunia yang mengalami
perkembangan yang mana diera globalisasi sendiri ilmu pengetahuan sangat
mudah didapat, manusia bisa dengan mudah memperoleh informasi dengan
mengakses media sosial atau mencari informasi di google.*

Globalisasi sendiri menyebabkan masyarakat di belahan dunia menjadi
satu, perubahan yang terjadi begitu pesatpun mendorong terjadinya hubungan
antar negara dan bangsa yang saat ini saling terbuka dan tentunya sangat mudah
untuk menjalin kerjasama demi memajukan perekonomian suatu negara. Dengan
berkembangnya perekonomian suatu negara hal ini juga berpotensi untuk
terjadinya kejahatan yang menyangkut hal hal perekonomian. Kondisi masyarakat
dalam situasi yang saat ini sangat membutuhkan harta kekayaan baik untuk
memenuhi kebutuhan hidup maupun memenuhi gaya hidup. Ketidakmampuan

ekonomi di tengah tengah masyarakat tersebut dibarengi dengan gaya kehidupan

1Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan(Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan), cet
7,(Jakarta:Kencana 2000).him.1.



masyarakat yang modern, sehingga tidak jarang kita melihat banyak masyarakat
berlomba lomba untuk mempertahankan eksistensistensinya dengan melakukan
segala cara mulai dari melakukan halal maupun melakukan berbagai macam
bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, salah satunya adalah
perbuatan bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi korban.?

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya
masyarakat yang menggunakan teknologi maka modus dan pertanggungjawaban
pidana pelaku penipuan juga ikut berkembang, pelaku penipuan yang awalnya
hanya bisa dikenakan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
kini juga bisa dikenakan Pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 45A ayat 1 Undang Undang
Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain
perkembangan hukum tersebut, modus penipuan juga ikut berkembang seperti
tawaran untuk mengikuti arisan online, mengikuti investasi melalui media
instagram, binomo, quotex, dan lain lain. Satgas Waspada Investasi (SWI) telah
memanggil sejumlah afiliator dan influencer yaitu Indra Kesuma, Doni
Muhammad Taufik, Vincent Raditya, Erwin Laisuman, dan Kenneth William
yang diduga telah memfasilitasi produk binary option dan broker ilegal yang tidak
terdaftar di Bappebti seperti Binomo, Olymptrade, Quotex, dan Octa FX serta
melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin.

SWI terus melakukan upaya pencegahan setelah maraknya kemunculan

kegiatan usaha tanpa izin. Lembaga tersebut baru-baru ini menghentikan tujuh

2Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, (Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), cet 2 (Bandung: Nuansa Aulia,2007).him. 1.

3Choirul Arifin, Influencer Indra Kenz Dijerat 5 Pasal Berlapis Termasuk Perjudian dan
Penipuan, Bisa Dibui 20 Tahun”Influencer Indra Kenz Dijerat 5 Pasal Berlapis Termasuk
Perjudian dan Penipuan, Bisa Dibui 20 Tahun - Tribunnews.com
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https://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/25/influencer-indra-kenz-dijerat-5-pasal-berlapis-termasuk-perjudian-dan-penipuan-bisa-dibui-20-tahun?msclkid=7dca27e8b09711ec9befc77ab336cc23

kegiatan

usaha tanpa izin dan

juga pihak yang menduplikasi

mengatasnamakan entitas berizin sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Kegiatan perdagangan online yang dilakukan binary option itu ilegal karena

bersifat judi, tidak ada barang yang diperdagangkan.

Tabel 1.1
Entitas yang Diduga Melakukan Kegiatan Penawaran
Investasi Tanpa lzin

NO WEBSITE KEGIATAN KET
1. chiptbk.blogspot.com Trading Forex -
2. Unitedbisnis.blogspot.com Trading Forex -
3. investasiunitedasia blogspot.com Trading Forex =
4, www. advancedmarketsfx.com Trading Forex -
5. http: / /www.gainscope.online / Trading Forex -
6. http: / /gegasia.net Trading Forex -
7. htrp: / fid-fbhs.asia Trading Forex -
8. http: / /freshforex.com Trading Forex =
9. https: / /www.infinox. com fen)/ Trading Forex -
10. | http: / /www.alpari.org Trading Forex -
11. | http: / /www. firewoodixindonesia.com/ Trading Forex -
12. | https: / /id-elymtrade.com / platfom Trading Forex -
13. | www.forexocta.com Trading Forex -
14. | www.instaforexd a.com Trading Forex -
15. | www. forwxtime-id.com Trading Forex -
16. | www.binomo.com Trading Forex -
17. | www.idn-fbs.com Trading Forex -
18. | www.xmglobal.com Trading Forex -
19. | www.etxcapital.com Trading Forex -
20. | www. 24option . .com Trading Forex -
21. | www.clfdglobal.com Trading Forex -
22, | https: /fww.partnerinsta.com Trading Forex -
23. | www.accentforex. com Trading Forex -
24 . | www.activtrades.com Trading Forex -
25. | www.adss. com Trading Forex -
26. | www.ag-markets.com Trading Forex -
27. | http: / /fbsnusa.com/ Trading Forex -
28. | https: / fwww.idifx com / Trading Forex -
29. | www.ecasymarkets.com Trading Forex -
30. | https: / /weltrade.id / Trading Forex -
Jocky Gunawan Financial Trading Forex =
31 Consultant/Introducing Broker/ Marketing
EssencelFX
Trading Forex Duplikasi dari website
32 Indensuccess.com resmi  PT Indeosukses
Futures
Trading Forex Duplikasi dari website
33. | https: / /fwww.ksbforex.com w res:jni PT Cyber Futures

atau

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan *
Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan entitas yang diduga telah

melakukan kegiatan tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan

4 OJK, Entitas yang Diduga Melakukan Kegiatan Penawaran Tanpa lzin,
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers--Satgas-
Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-
1zin/LAMPIRAN%2043%20Entitas%20Penawaran%20Investasi%20Tanpa%?20lzin.pdf , Diakses
30 maret 2022
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masyarakat, jenis kegiatan yang dihentikan SWI karena tanpa izin ialah Trading
Forex yang berupa masing-masing Binomo, Olymtrade, Weltrade, dan lain-lain.
Meskipun pemerintah telah beberapa kali memblokir alamat situs dari Trading
Forex tersebut tetapi tetap saja selalu muncul alamat situs yang baru.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa
Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti
asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiyaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga
akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat).?
Investasi memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena
investasi sendiri itu memiliki dua fungsi, yang pertama adalah untuk untuk
menunjukkan bagaimana hubungan antara tingkat investasi dan tingkat
pendapatan nasional dan yang kedua untuk membeli barang modal dan sebuah
pralatan produksi yang memiliki tujuan untuk mengganti serta menambah barang
dan modal di dalam sebuah perkonomian yang digunakan untuk memproduksi
barang dan jasa untuk masa depan.®

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
(Undang-Undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan oleh
Bapepam dan LK. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi
pengelolaan portofolio Efek untuk nasabah-nasabahnya atau untuk mengelola

portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabahnya. Dana yang dikelola

5 Indonesia, UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), UU No, 21 Tahun 2011 LN
No0.111 Tahun 2011, TLN No.5253

® Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan,(Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan) cet
7,(Jakarta: Kencana 2000), him. 3.



olen Manajer investasi diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat
pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang,
Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan
setiap derivatif (produk turunan) dari Efek. Afiliasi sendiri menurut UU Pasar
Modal meliputi :’
1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari
Pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih
anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak
langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung

maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Kebanyakan masyarakat indonesia sendiri masih sangat awam terhadap
hal hal yang menyangkut investasi. Beberapa dari masyarakat bahkan tidak tahu
dan tidak ingin mengetahui hal-hal mengenai investasi ataupun cara berinvestasi
yang aman. Beberapa dari masyarakat hanya memikirkan hasil yang didapat
dalam waktu singkat tanpa memikirkan resiko dan amannya investasi tersebut.
Banyak dari masyarakat yang tergoda dengan bujukan dari pelaku penipuan
investasi ilegal tersebut dengan tawaran keuntungan yang cukup besar tanpa
memikirkan amankah investasi tersebut. Karena hal tersebut, munculah beberapa
kasus investasi ilegal atau investasi bodong, yang mana pelaku biasaya dilakukan

oleh beberapa orang dan ada juga kasus investasi tersebut terdiri dari satu orang

7 Indonsia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, UU No.8 Tahun 1995, LN No. 64
Tahun 1995



individu dan pelaku dari investasi tersebut seakan akan membuat usaha atau
sebuah perusahaan yang menerima penanaman modal dan berjanji akan
mengembalikan modal dari investor tersebut dengan keuntungan yang cukup
besar dan dalam waktu singkat, namun pada kenyataannya perusahaan atau bisnis
tersebut tidak ada dan hanyalah sekedar tindak pidana penipuan.®

Penipuan investasi sendiri itu diatur didalam Pasal 378 KUHP yang
berbunyi : °

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam
karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pada Pasal 378 KUHP tersebut, bisa diuraikan unsur unsur tindak pidana
pidana di antaranya :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan
hukum

2. Dengan cara melakukan kebohongan seperti memakai nama palsu
martabat palsu atau tipu muslihat

3. Dengan cara menggerakan orang lain

Selain didalam Pasal 378 KUHP, penipuan investasi juga di atur didalam
Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi :
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
transaksi elektronik™

8Eflin Christy, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online.”
Jurnal Jurist-Diction (September 2018), him. 3.

°Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht], diterjemahkan oleh
Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps.378..



Pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE tersebut, bisa diuraikan unsur unsur tindak
pidana diantaranya :

1. Setiap orang dengan sengaja

2. Tanpa hak menyebarkan berita bohong

3. Menyebabkan kerugian dalam transaksi elektronik

Pengertian Transaksi Elektronik sendiri bila dilihat Pasal 1 ayat 2 UU ITE
ialah perbuatan hukum yang menggunakan jaringan komputer atau media
elektronik lainnya. Dari unsur unsur yang terkandung di dalam Pasal 28 ayat 1
UU ITE tersebut, tidak semuanya berhubungan dengan penipuan investasi secara
online. Dari beberapa pasal yang bisa menjerat pelaku penipuan tersebut dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau
serangkaian kebohongan yang menyebabkan seseorang mengalami kerugian
akibat terperdaya bujukan dari pelaku tersebut. *°

Dari unsur-unsur diatas dapat disimpulkan bahwasannya pada Pasal 378
KUHP tindak pidana penipuan investasi secara online itu tidak terpenuhi oleh
Pasal 378 KUHP vyaitu adanya unsur dalam transaksi elektronik yang mana hal
tersebut sudah diatur di dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan transaksi secara
elektrnonik sendiri itu tidak diatur di dalam pasal 378 KUHP bahkan tidak ada
didalam KUHP maupun KUHAP.

Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana
penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang berujung seseorang berinvestasi

online adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau

10 Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008. LN No 251 Tahun 2016, TLN No 5952. Ps.
1 ayat(2)



transaksi elektronik, yaitu pada hal pembuktian dan hal-hal yang berkaitan dengan
perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal-Pasal yang
mengatur penipuan didalam KUHP masih belum bisa mengakomodir hal-hal
tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan yang melakukan penipuan lewat
media online ini untuk berhubungan dengan para korbannya menggunakan sarana
email, didalam hal ini apakah email sudah bisa untuk dijadikan sebuah alat bukti
yang sah dan bisa disamakan dengan penipuan konvensional yang biasanya
menggunakan surat kertas dalam melakukan penipuannya.!

Meskipun telah ada aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana
investasi ilegal tersebut, dan walaupun Binary option tersebut telah ditutup berkali
kali oleh regulator dan OJK sendiri telah memberi ultimatum untuk binary option
tersebut pada kenyataanya kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan
yang berujung seseorang melakukan investasi tersebut masih marak terjadi di
indonesia. Contohnya saja pada tahun 2020 lalu telah terjadi melalui media
instagram yang dilakukan oleh seorang idividu yang mana pelaku telah
melakukan penipuan terhadap korban dengan cara mengiklankan investasinya di
instagram dan menjanjikan korban akan mendapatkan keuntungan selama 45 hari.

Berdasarkan latar belakang dari masalah diatas, hal ini telah mendorong penulis
untuk mengambil judul skripsi PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN
PADA PASAL 28 AYAT 1 UU ITE (PUTUSAN NO 521/P1D.SUS/2020/PN
PAL DAN PUTUSAN NO 3652/P1D.B/2020/PN MDN)

1Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Cet 1 (Jakarta:
Raja Graffindo Persada, 2012), HIm. 3.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan

beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1.

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan
Pada Putusan Nomor 3652/Pid.B/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor
521/Pid.Sus/2020/Pn Pal ?

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak
pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada Putusan
Nomor  3652/Pid.B/2020/PN  Mdn  dan  Putusan ~ Nomor

521/Pid.Sus/2020/Pn Pal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari

penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong dan
menyesatkan pada Putusan Nomor 3652/Pid.B/2020/PN Mdn dan

Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/Pn Pal.

. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban

pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan
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pada Putusan Nomor 3652/Pid.B/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor

521/Pid.Sus/2020/Pn Pal.

D. Manfaat Penulisan
Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
penulis dan pembaca, antara lain sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan
penjelasan maupun informasi kepada penulis dan masyarakat sebagai
pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang
bermanfaat bagi keilmuan hukum pidana, khususnya terkait kasus
penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang berujung seseorang
mengikuti investasi ilegal yang terjadi di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan
secara praktis, dipergunakan sebagai bahan kajian, refererensi, pedoman
serta pengetahuan hukum pidana untuk para pembaca, Kkhususnya
mahasiswa, masyarakat umum, ataupun praktisi, mengenai kasus
penyebaran berita bohong dan menyesatkan hingga berujung seseorang
mengikuti investasi ilegal yang terjadi di Indonesia serta untuk melihat

bentuk pertanggungjawaban pelaku tersebut.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, hal ini
di buat agar menghindari terjadinya perluasan arah, keraguan, ataupun hal yang
dapat menyimpang dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu skripsi ini hanya
membahas mengenai Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang mengarah pada investasi ilegal
yang tidak terdaftar di dalam OJK serta juga membahas tentang pertimbangan
hakim dan dasar pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana
penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta analisis yang digunakan penulis
merujuk pada 2 Putusan Nomor 3652/Pid.B/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor

521/Pid.Sus/2020/Pn Pal

F. Kerangka Teori
Penulisan skirpsi ini menggunakan beberapa teori, yang mana teori
tersebut  berguna untuk membantu penulis dalam  mengembangkan
argumentasinya. Penulis menggunakan dua teori yaitu teori pertimbangan hakim
dan teori pertanggungjawaban pidana'?
1. Teori Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting untuk
mewujudkan suatu nilai pada putusan hakim yang mengandung nilai-nilai
keadilan (ex aequo et bono) serta mengandung sebuah kepastian hukum,
dilain sisi juga harus mengandung manfaat bagi para pihak-pihak yang

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus dihadapi dengan

12M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, cet 4 (Bandung: Mandar Maju,
1994),him. 80.
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baik, teliti, cermat, serta penuh pertimbangan. Apabila pertimbangan
hakim, baik, teliti dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari
pertimbangan hakim tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan
Tinggi/Mahkamah Agung.®® Putusan hakim merupakan sebuah puncak
dari sebuah perkara yang sedang diadili.

Menurut pendapat Sudarto, ada beberapa Keputusan hakim dalam
memberikan keputusan sebagai berikut :14

A. Keputusan yang menyangkut peristiwanya, apakah benar
terdakwa telah melakukan tindakan tersebut.

B. Keputusan yang menyangkut hukuman, apakah benar perbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa tersebut termasuk tindak pidana
dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Keputusan yang menyangkut pidananya, berkaitan dengan
tindak pidana bisa tidaknya dipidana.

Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 hakim
mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
suatu perkara®Dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana, hakim harus
menyesuaikan antara Undang-Undang dengan faktor faktor yang konkrit di
dalam kejadian kejadian yang ada di masyarakat, hakim juga bisa
menambah Undang-Undang bila hal tersebut diperlukan agar didapat

putusan yang seadil adilnya dan sesuai dengan aturan aturan yang

berlaku.6

3Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet 9 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), him. 140.

4Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, cet 2 (Bandung:Alumni, 1986), him. 74.

5 Indonesia, Undang-Undang kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN
No0.157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 53.

16 E, Utrecht dan Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, cet
11(Jakarta:Sinar Harapan, 1980), him. 204.
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Beberapa hal di atas sebagai dasar pertimbangan Hakim didalam
menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melanggar hukum.
Pertimbangan Hakim didalam memutuskan suatu perkara harus bersifat
menengahi suatu perkara dan tidak besifat memihak pada salah satu pihak,
jika Hakim merasa tidak yakin akan pertimbangan yang dibuatnya maka
Hakim bisa mengambil tindakan lain berupa pembuktian terhadap kasus
yang sedang diadili tersebut. Pertimbangan yang di buat Hakim harus
sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik kehakiman agar dapat
menghasilkan produk hukum yang bersifat adil, dan bermanfaat bagi
khalayak umum.

2. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah sebuah bentuk untuk
menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka tersebut bisa dimintai
pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah dia lakukan bisa.
Dengan kata lain bahwa pertanggungjawaban pidana ialah suatu bentuk
yang menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka tersebut bisa
dibebaskan atau malah dijatuhi pidana. Konsep dari pertanggungjawaban
pidana sendiri sesungguhnya semata-mata bukan hanya menyangkut
mengenai hukum melainkan juga bisa menyangkut tentang nilai dari moral

atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat-masyarakat atau



14

kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar
pertanggungjawaban pidana itu sendiri bisa mencapai keadilah.!’

Menurut pendapat Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana bisa
diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada suatu tindak
pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk bisa dijatuhi pidana
atas perbuatannya tersebut. yang dimaksud dalam celaan objektif ialah
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut adalah perbuatan yang
dilarang, yang mana perbuatan yang dilarang tersebut adalah perbuatan
yang melawan hukum formil dan hukum materil. Sedangkan apa yang
dimaksud dalam celaan subjektif ialah seseorang yang telah melakukan
perbuatan yang dilarang, meskipun perbuatan tersebut ialah perbuatan
yang dilarang dan bertentangan dengan hukum tetapi jika tidak adanya
kesalahan dalam diri pembuat tersebut, maka pembuat tersebut tidak bisa
dimintai pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawan pidana
tersebut tidak ada.®

Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan
terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu, Kesalahan;
Kemampuan bertanggungjawab; Tiada alasan pemaaf; Dolus dan Culpa
merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi
dari pendapatnya yang menghubungkan straafbaarfeit dengan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana juga berfungsi menghubungkan antara

Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cet 1, (Jakarta: Rajawali Pers,
2015), him16.

18Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cet 6, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1982), him33.



15

kesalahan dan pidana. Berdasarkan fungsi ini, asas “tiada pidana tanpa
kesalahan” yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dapat
direformasi menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”

dan “tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana”.®

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah salah satu cara ilmiah yang digunakan untuk
menyelesaikan masalah sampai pada kesimpulan mengenai masalah hukum yang
sedang dibahas. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif
yang mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan
perundang undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 2 Penelitian
hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu
penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan.?

Y Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,
cet 1 (Jakarta: PT. Khasirma Putra Utama, 2016), him. 193.

2Amiruddin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet 2 (Jakarta: Raja
Grafindo Persada,2012),HIm. 118.

2LSoeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum. cet 9 (jakarta:Ul Press, 1984),
HIm.20.
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2. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian ialah cara-cara yang di gunakan dalam menyelesaikan
suatu tulisan, mulai dari perumusan masalah sampai pada penarikan kesimpulan
yang di buat. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Ada dua metode
pendekatan yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :
A. Pendekatan Perundangan — Undangan
Pendekatan perundang-undangan adalah suatu metode pendekatan
dengan mengkaji Undang-Undang, atau peraturan hukum yang berlaku.
Pendekatan Perundang-Undangan juga dapat diartikan sebagai pendekatan
yang memfokuskan pada legislasi dan regulasi. Dengan menggunakan
metode pendekatan Undang-Undang ini, diharapkan penulis dapat lebih
menelaah dan mempelajari dengan baik masalah hukum yang sedang di bahas
pada penulisan skripsi ini, serta dapat melihat dan menghubungkan regulasi
terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas.
B. Pendekatan Kasus
Pendekatan kasus adalah suatu metode pendekatan dengan
menganalisis kasus-kasus hukum, dapat juga diartikan bahwa pendekatan
kasus ini digunakan untuk menelaah putusan hakim yang telah berkekuatan
hukum tetap. Dengan menggunakan pendekatan kasus ini maka dapat
meningkatan argumentasi hukum dan memecahkan masalah hukum terkait
dengan isu hukum khusnya isu yang di bahas saat ini adalah mengenai tindak
pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Adapun tujuan

dari pendekatan kasus ini adalah untuk menemukan suatu kebenaran dan
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pembelajaran saat menganlisis suatu putusan hakim, yang dapat berujung
pada suatu keadilan jika putusan tersebut telah di buat sesuai dengan fakta
yang terjadi di lapangan.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis penelitian besumber dari data sekunder dan bahan hukum yang di
gunakan oleh penulis ada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier. Dalam penulisan ini juga dapat menggunakan bahan
hukum seperti buku, artikel, jurnal, karya tulis, UU, Bahan Hukum Primer, dan
lain sebagainya terkait isu hukum yang di bahas. Berikut penjelasan terkait bahan
hukum yang di gunakan yaitu:
A. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang
mengikat,yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak
pidana penipuan investasi ilegal yang terdapat pada:

1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Kitab
Undang- Undang Hukum Pidana.

2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan
transaksi elektronik.

3) Putusan No 3652/Pid.B/2020/PN Mdn.

4) Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/Pn Pal.

5) Undang- Undang No 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
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6) Undang Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah suatu bahan hukum yang dapat berupa
dokumen, artikel, jurnal, buku, karya tulis ilmiah, situs internet maupun
rancangan Undang-Undang yang berkaitan erat dengan masalah hukum.
Bahan hukum sekunder ini adalah suatu bahan hukum yang dapat membantu
membangun argumentasi hukum dari bahan hukum primer.
C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum
yang bermanfaat untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder,
adapun bahan hukum tersier yang penulis pakai pada penulisan skirpsi ini
adalah buku yang berkaitan dengan hukum khususnya tentang tindak pidana
penipuan investasi ilegal.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan bahan-bahan
penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Studi Kepustakaan (library research) dilaksanakan dengan cara

mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah  buku-buku,

dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-

literatur lain yang berkaita dengan topik masalah yang akan diteliti.
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B. Studi Kasus (case study) dilakukan dengan cara membaca dan
menganalisis Pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan yang
berkaitan dengan objek penelitian.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data-data yang didapat dan dikumpulkan dari hasil penelitian ini baik dari
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisis
secara kualitatif, kemudian disajikan dengan deskriptif yaitu menjelaskan,
menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang
berkaitan erat dengan penulisan ini sehingga bisa diperoleh kesimpulan yang
mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dan dapat mencapai
tujuan dari penelitian ini.
6. Penarik Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik
kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang
dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah
penarikan kesimpulan induktif, ialah menarik kesimpulan dari hal-hal khusus ke

hal — hal umum.
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